Nama:Hanum Fadilla Ningrum
Npm:2213053016

Kelas:2/B

Mata kuliah:PKN
Prodi:PGSD(Universitas Lampung)

Tugas Analisis Soal

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus
dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti
halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 19457

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman
yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab

1)

A.Hal positif,Beberapa masyarakat turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak
tersampaikan kepada wakil rakyat mereka,hal tersebut menunjukkan bahwa nilai demokrasi masih ada
dalam diri bangsa Indonesia,sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi memperjuangkan
hak-hak nya,dan ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK.
Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang
disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri
ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi
sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena
inkonstitusional.untuk dapat menyelamatkan demokrasi, masyarakat harus menyelamatkan MK dari
campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

B.Hal-hal yang perlu dibenahi

l.masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah
membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di
Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

2.Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara
terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya
'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta
bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU
Nomor 12 Tahun 2011.

2.Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak
dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Seharusnya

mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada
di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.Dan
dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat mempengaruhi
hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka.

3.Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang
sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang



dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut(usaha dari DPR dan
Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK).

Padahal,telah disampaikan dalam 066/PUU-II/2004 Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang
dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara
hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk
kelembagaan sehingga putusan MK seharusnya dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga
demokrasi,dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga apapun,baik itu DPR maupun pemerintah.
langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk
menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada
masyarakat.

4.Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011
sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara
pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA)
sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti
putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur
dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada
norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK.

Seharusnya seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah dapat menjalankan demokrasi sesuai
demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat
dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

2.)Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal
mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil
dari pada produk hukum lainnya.

Hakikat konstitusi

Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan
antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga
negara dengan warga negara.

Menjamin hak asasi manusia
Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi
manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam
hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah
satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.

Pengakuan adanya pluralisme
Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama.
Hendaknya perbedaan suku, ras dan agama tersebut diakui dan dijamin
keberadaannya, serta dilindungi oleh negara.

konstitusi sangat penting dalam suatu negara,karena konstitusi bertujuan untuk menjadi pedoman
yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar



pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang
karena konstitusi membatasi kekuasaan.

Tujuan Konstitusi

Di kalangan para ahli hukum pada umumnya, dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok,
yaitu : kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan
ketentraman. Kemanfaatan diartikan bahwa nilai —nilai hukum diharapkan dapat menjamin
terwujudnya kedamaian hidup bersama. Sedangkan keadilan itu sepadan dengan keseimbangan,
kepatutan, dan kewajaran. Karena konstitusi merupakan bagian dari hukum yang paling tinggi
tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan
tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban dan perwujudan
nilai — nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan, kesejahteraan atau kemakmuran, sebagaimana
dirumuskan tujuan bernegara oleh para pendiri bangsa (the founding fathers and mothers).Misalnya,
empat tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD
NRI 1945. Keempat tujuan itu adalah (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah
Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, (iv) ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sehubungan dengan itulah, beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan
tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau negara berkonstitusi. Negara — negara yang
mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu
membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Karena Negara adalah sarana dasar untuk mengawasi proses —proses kekuasaan, yang dalam hal ini
dilandaskan pada konstitusi. Konstitusi mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan
3. batas-batas bagi para penguasa tersebut
Beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara.
Menurut J.Barents, ada tiga tujuan negara, yaitu :
1.Memelihara ketertiban dan ketentraman
2.Mempertahankan kekuasaan
3.Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan — kepentingan umum
Pada prinsipnya, konstitusi harus bertujuan untuk menjamin kebebasan individu, tetapi tidak dengan
melemahkan kekuasaan negara, artinya negara tetap harus berdiri tegak untuk mempertahankan
kekuasaan yang efektif , sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara.

3.)Perilaku pejabat yang tidak konstitusional

1.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya
diri sendiri (korupsi).

seorang pejabat yang korupsi layaknya mendapatkan hukuman yang maksimal karena perbuatannya
tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga merugikan negara,bahkan di beberapa negara seorang
koruptor banyak yang dijatuhkan hukuman mati.

2.Pejabat yang tidak mengakui dan menghargai hak asasi manusia
Padahal telah disampaikan dalam undang undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan



keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang

Pejabat yang tidak menghargai hak asasi sesama manusiatidak layak dijadikan sebagai
pejabat.Pejabat yang melanggar HAM berat harus dihukum sesuai yang ada dalam UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukuman pidana untuk pelanggar HAM berat minimal adalah
10 tahun.

3.Pejabat yang memihak kepada salah satu lembaga tertentu.

Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Jika pejabat memihak kepada salah satu lembaga tertentu untuk kepentingan pribadi dan Melanggar
ketentuan UUD, maka perwakilan rakyat wajib memberhentikan nya.



